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Sidang Putusan Uji Materi UU Kejaksaan

Jakarta, 22 Juli 2020 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Rabu (22/7), pukul 10.00 WIB dengan
agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-
XVIII/2020 ini diajukan oleh Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H yang berprofesi sebagai Pegawai
Negeri Sipil dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Norma yang diajukan untuk diuji
adalah:

UU 16/2004:
e Pasal 13 ayat (1) huruf a, Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya
dengan alasan: dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal tersebut. Pasal 13
ayat (1) huruf a UU a quo , telah dijadikan dasar dalam menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan
Jaksa Agung Nomor KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan Pemohon kehilangan pekerjaan
selaku Jaksa dan Pegawai Negeri Sipil serta berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan kembali.

Sebelumnya Pemohon telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Surat Keputusan
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-189/B/MWJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011
tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dari 5 Jabatan Struktural sehubungan
adanya laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon. Menurut Pemohon, sebaiknya
dirinya cukup dengan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak hormat
sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanpa perlu lagi menggunakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-
undang a quo.

Menanggapi permohonan Pemohon, Ketua Panel Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencermati
permohonan Pemohon lebih mengarah ke kasus konkret. “Kalau kasus konkret sebetulnya ada jalur
hukum yang lain. Selain itu Enny juga mengingatkan kepada Pemohon terkait kewenangan MK.
Saudara harus ingat, kewenangan MK adalah menguji norma undang-undang. Berlakunya norma itu
apakah betul Saudara merasa dirugikan,” jelasnya

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (22/6), Pemohon menyampaikan perbaikan
permohonan antara lain perubahan pasal yang diuji. Sebelumnya, Pemohon menguji Pasal Pasal 13
ayat (1) huruf a UU Kejaksaan. Kemudian pada persidangan kali ini Pemohon melakukan perubahan
pasal yang diuji tersebut menjadi Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan. (ASF/Nano Tresna Arfana)
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